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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kepolisian

2.1.1 Pengertian Kepolisan

Kepolisian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kata
kepolisian adalah yang bertalian dengan polisi. Kepolisian berasal dari kata dasar
polisi®. Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea. Kata ini pada mulanya

dipergunakan untuk men i warga negara dari Kkota

Athena, kemudian pengerti jadi kota dan dipakai untuk

lerupakan

a usaha ketaw@lehskarenapadasgjamanritu kota —

I ':. - g .a‘ \_-
diri, yaFlg disebut juga Polis, 'me ' ausPolis
aha dan kegi".’1 negara, j

alat @@( @kum ' emberikan

a mence '—ir@ln : amgkehidupan

s:ert@e@g

suai dengan pendapat Rahardismeéngatakan bahwa
s

perlin

masyarakat. k ,1

Kepolisian jal salahise f(meerﬁr]talqa gara dibid emeliharaan
keamanan dan ketertiban ma ‘éka%f addans
Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada
dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai
fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan

terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan

1 KBBI, 2010. Arti Kata Kepolisian di Kamus Besar Bahasa Indonesia_https://kbbi.lektu
r.id/kepolisian, diakses pada tanggal 4 November 2022

“Rianegara, 2010. Pengertian Polisi_https://adoc.pub/bab-ii-pembahasan-kata-polisi-ber
asal-dari-kata-yunani-yaitu.html, diakses pada tanggal 4 November 2022

*Rahardi, 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Laksbang Persino, Yogyakarta, him.3



https://adoc.pub/bab-ii-pembahasan-kata-polisi-ber%20asal-dari-kata-yunani-yaitu.html
https://adoc.pub/bab-ii-pembahasan-kata-polisi-ber%20asal-dari-kata-yunani-yaitu.html
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wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk
menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban
masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat®.
Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde)
dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia
sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas

sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-

'

kian Berbicara kepolisian berarti berbicara'te

keterangan dari bebe si maupun keterangan

saksi ahli

ngsi dan

gerian makna dari kepolisian i

fungsi Slan ye ng die_:m.ba@a_gan di

wewefangnya, Berc Uﬂng_—_Q_d_;i_ No un |’ntang
Kepolisian "Negara ik-lgngi gaQ_me anvbahwa kepolisian

yakni °: '

Igas dan

FUALITY
1. Kepolisian adalah se I{f@ﬁ&wg.ipw&){a berkaitan dengan fungsi dan

lembaga polisi sesuai dengam,Peraturan‘Perundang Undangan
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri

pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

*Tinjauan Umum Tentang Kepolisian, 2011 _https:/eprints.umm.ac.id/38665/3/BAB2
Oll.pdf, diakses pada tanggal 4 November 2022

SWarsiti Adi Utomo, 2005. Hukum Kepolisian di Indonesia. Prestasi Pustaka, Jakarta,
him.3

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 1



https://eprints.umm.ac.id/38665/3/BAB2%200II.pdf
https://eprints.umm.ac.id/38665/3/BAB2%200II.pdf
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3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki
wewenang umum kepolisian

4. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara
ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan

5. Keamanan d&umu kondisi dinamis
akat Sebagait terselengg

r
gunan nasional 'dalam rangka' tercapainya tujua nal yang

a Proses

minnya keamanan, ketertiba ) tegaknya huk Serta

an yang mengandung a serta

tens‘i._g%_g;_ug%n_ ma at ~dalam II,;ngkal,
naqg@ar@ s@l@e_ntu nggaran hukum dan

bentuk @ ,’ Iainnyayan-g dapat.rheresahkan

~
e%j' t%’gﬁ/ﬁl};;u}@nk daan yang ditandai dengan

6. Keamanan dalam
terjaminnya keamanan damyketertibe asyarakat, tertib dan tegaknya
hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat

7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan
bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri

8. Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan
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9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan
dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam
Undang-Undang

10. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil

tertentu yang -Undangan ditunjuk selaku

penyidik dan mempelakukan penyidikan tindak
§

lingkup ‘UndangUndang ‘yang ;menjadiy,dase kumnya

dalahﬁgia.;ﬁ__ Kepolisia b donesia

@Q___Q_Q&g_i_@.n ara. Republik = onesia
kqp%an Qn%gi n entu dalam

mela Jgas penyidikan yang diatur dalam Unda ang

QUALITY
13. Penyidikan adalah's argk%ging&a& penyidik dalam hal"menurut cara

yang diatur dalam unda ndang y

mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya

14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negera Republik Indonesia dan

penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
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2.1.2 Fungsi dan Wewenang Polisi
2.1.2.1 Fungsi
Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani
kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi
adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan
kepada masyarakat’. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia pasal 2 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah

salah satu fungsi pe iharaan keamanan dan

ketertiban® masyarakat, pe

pelayanan kepada masyarakat. * [ o

ndungan, pe an, dan
PC : instrumen hukum yang hidup

> < )1--
i hukum ﬁg_(ﬂjerat ‘ hat kepada

dapat
masyarakat.dan juga -tujgggg-@;_g,g_k m : dan mel dungi
serta mengaye akthergiQtqunis hyaanwdalam kehidupan

berbangsa d gara. Perincian tugas Kepolisian

olisi

olik Indonesia
dalam Undang-Undang NI (%5} t%/fahuklzng tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia Bertugas® :
1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,

dan kelancaran lalu lintas di jalan

" Mahmud Mulyadi, 2009. Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana. USU Press,
Medan, him.40
® Loc. cit, him.13
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Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap
hukum dan peraturan perundang-undangan

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk

pengamanan s

kan penyelld rhadap Semua dak pidana

m acara pidana dan per ran ndangan
|dent|f|ka’ kepolisia
k dan |kQ Q epolis

OOOO é

an tugas
, Iamatan leaoraga harta pend arakat, dan

lingkungan hidup o |§;}ap‘§‘g{£m ele,rtlp

memberikan bantuan dar olongan gan menjunjung tinggi hak asasi

melip

dan/atau bencana termasuk

manusia

10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang

11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya

dalam lingkup tugas kepolisian; sertal. melaksanakan tugas lain sesuai

dengan peraturan perundang-undangan
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Sesuai dengan rumusan fungsi dari Kepolisian sebagaimana diatur dalam
udang-undang no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, maka dapat dikatakan fungsi
utama Kepolisian meliputi °:

1. Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emtif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-

undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah Community Policing,

dengan mela at secara sosial dan

hubungan mutualisme juan dari come policing

l.‘?l'f 4

eventif
iatan [ S untuk

3 ar ||" elihara
bendQ Qarg% tglasu memberikan perlindungan

khususnya menéegah terjadinye

Q
Dalam melaksana ltyg%’tn& : })prlp

gaan pengawalan dan pengaturan.

0 aran hukum.

kemampuan “professional

tekhnik tersendiri seperti"patrolil, penj
3. Tugas di bidang Represif
Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi

KepolisianNegara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non

justisiil. Undang-udang no. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk

®Jonathan Hasudungan Hutagalung, 2019. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Dan
Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Pengguna (Di Wilayah Hukum Kepolisian
Resor Kota Besar Medan. Tesis, Program Studi Magister Illmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara Medan, him 73



22

melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18

ayat 1(1), yaitu wewenang “diskresi Kepolisian” yang umumnya

menyangkut kasus ringan.

2.1.2.2 Wewenang Polisi

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia Pasal 6 yang berbunyi®

1. Melakukan pmn, dan penyitaan

ang setiap ora 0ga memasuki tempat kejadian

kepentingan penyidikan = «
4 nenghadapkan orang kepac ‘ / gka

9
it

ran Al dan serta.n ~ eriksa
10000\
5. Melakul emeriksaan d‘an‘pgnylt.a;n-surat
6. Memanggil orang ubngfgw ql iksa sebagai tersangka atau
saksi

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara
8. Mengadakan penghentian penyidikan

9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

1) oc. cit, him.13
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10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang
berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau
mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka
melakukan tindak pidana

11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai
negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil

untuk diserahkan kepada penuntut umum

12. Mengadakan ﬁmtanggung jawab
arkan penegaomor 2 tahu

’
a Republik Indonesia, bahwa:wewenang ‘dan

2002 tentang

Dan yang

angat berat sekali, tapi dilai negakan

an mas _ygra@t serta me jadua gaduan

dari masyarakat."S wenan _\L_Q Q uraig \F: alamwegienang
Polisi yang 12 ar tlarQJQ Qg@gka an'sebagai berikut'! ;

Polisi'm unyal kewenangan yang Ieblh luas untuk indak melakukan

AUALI
pengawasafn, melakukan ahapqr) Adengqp d1ld ung penyediaa

suatu k

dana dan
personil yang lebih besar. Polisi*herwenangsuntuk mengambil keputusan untuk
melakukan kontrol sosial dan menggunakan kekuatan secara massal dalam
keadaan apapun dan diberi wewenang memaksa orang untuk mematuhi aturan,
mengambil tindakan yang berbeda (kebijakan) dan menyampaikan keberatan
Berdasarkan uraian tadi di atas, bahwa Polisi mempunyai wewenang yang

sangat luas untuk melakukan pengawasan dan penahanan yang harus ditunjang

1 Banurusman, 1995. Polisi Masyarakat dan Negara. Biagraf Publishing, Yogyakarta,
hIm.73
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oleh sarana dan prasarana serta penyediaan dana yang cukup besar. Dilain pihak
Polisi juga harus melakukan penyuluhan dimana hal ini, masalah pelanggaran lalu
lintas sangat dominan sekali dilakukan oleh para pengguna jalan atau yang
melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di jalan raya. Oleh karena itu, pihak
KePolisian sesuai dengan peran yang diembannya harus mengambil suatu

tindakan yang harus memaksa orang mematuhi aturan

2.2.1 Pengertian Desa “

Eti i kata dese asalwdarisbahasa sanse

UNIVERSITAS L
asal, atau tanah kelahiran. Dari pe ] PDesa

eca yang

oai “a grofi~ of hauses OF S jarea,

a ada@@tu@mas - yangmemiliki

- . eerw e -

s: r@h@}@n@er: i -. sal usul

ui dalam Pemerintahan Nas an't erada di Daerah

(‘UAI Iy

BERASTAL
an sebagal suatu_hasil perpaduan anatara kegiatan

smaller tha
kewen
dan adat istiad ,
Kabupaten
Desa juga dapat dika
sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu
wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur — unsur

fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar

unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah — daerah®®.

12 Wwidya Sudirman, 2016. Pengertian Desa Secara Etimologi_ https://adoc.pub/bab-ii-
tinjauan-pustaka-pengertian-desa-secara-etimologi-kat.html, diakses pada tanggal 4 November
2022

13 R Bintarto, 2010. Desa Kota. Alumni, Bandung, him.6


https://adoc.pub/bab-ii-tinjauan-pustaka-pengertian-desa-secara-etimologi-kat.html
https://adoc.pub/bab-ii-tinjauan-pustaka-pengertian-desa-secara-etimologi-kat.html
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Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia
yang letaknya di luar kota dan pendudukaya bermata pencaharian dengan bertani
atau bercocok tanam®*. Selain itu Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat
istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan

masyarakat™

Definisi des& yang melekat pada
Menurut Paul
i) adalah agraris_yang . g sangat

masyarka
1. Memp s
ar ,sggt_i,ci%l_ig,)__lgea ckayaan alam,

dipengaruhi “ala S
sed ] ng_b@ng;ragad@hbe

Unds an Repubklik-lndones.ia Nomor 5

JUALITY
R

kesatuan masyarakat termasuk “dindalamnyarkesatuan masyarakat hukum yang

kni sebagai be
'
aulan-hidup yangsaling kenal'mengenal &

) yang sama tentang kesukuan

) mengartikan

desa : Desaadalah suatu wi sejumlah penduduk sebagai

mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan

berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara

4 N.Daldjoeni, 2011. Interaksi Desa — Kota. Rineka Cipta, Jakarta, him 4

* HAW Widjaja, 2017. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh.
Grafindo, Surabaya, him. 3

18 Definisi Desa Menurut Berbagai Ahli, 2018 _http://www.berdesa.com/definisi-desa-
menurut-berbagai-ahli, diakses pada tanggal 7 November 2022



http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli
http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli
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Kesatuan Republik Indonesia'’. Desa menurut udang-undang nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :

Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (undang-undang no. 32 tahun

2004 tentang Pemerin

adangkan pengertia“undang nomo

'
u yang disebut dengan nama lain, selanjutr sebut desa,

ahun 2014,

at hukum yang memiliki batas wile erwenang

untuk us urusan &g_e[_iglahan, asyarakat

Sete pat-berdasarkan prak sanggQ'r_a'Q.,_QQ_ggal au hak |,ional
yang diakui"dan‘dihormati dala stQerrQapan aJlKesatuan Republik

ey QUALITY
Desa  memiliki wewenang , sesuai, yang tertuang dala

Indonesia®®.

Peraturan

Pemerintah No 72 Tahun 2005 tefitang Desz e
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak
asal usul desa
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni

7 Undang-undang No 5 tahun 1979 Tentang Desa

18 Undang-undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat 12
19 Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1

20 peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa
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urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan
masyarakat.

Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.

Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang undangan
diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-

dan 2 yakni®

1. Desa berhak .‘

C

. e apatKa ‘
2. Desa be 0

a.

dan mengurus, kepentingan masyarakat berdas ak asal-

dan nilai sosial budaya masy.

gelola kelﬁag_n dess

r pendgtap O
0000,

“\

Meli dan menjaga persatuan keatuan serta k masyarakat

desa dalam rangka er&yrﬁnA g{lal dan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
Mengembangkan kehidupan demokrasi
Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan

Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

21| oc. Cit, him. 23
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2.2.2 Pemerintah Desa

Pemerintahan adalah perbuatan pemerintah oleh Organ-organ atau
badanbadan Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan
pemerintahan Negara, Sedangkan pemerintahan dalam Arti sempit adalah
perbuatan memerintah yang di lakukan oleh organ eksekutif dan jajaranya dalam
rangka mencapai tujuan pemerintah Negara.

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah

yang bertugas meng aga ini diatur melalui

Peraturans Peémerintah No. “ng pemerintak desa yang

r
diterbit 4 elaksanakan ketentuan Pasal 216 ays

Nomer 32.T3
sepert

g-undang

tang pemerintahan daerah. B

agraf Z__Eag 14 ayat (

an "ug.g-p __Q_Q,_e_[int :

bertuga meny : dan
kemasyarakata 2 . O O O o_.
Seda da undang-andang -homor 6 memberikan

.

ALITY
pengertian tentang, pemerin hé&%@l@h‘.mml ggaraan urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat empat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia?®. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan
Pemerintahan desa, pemerintah mempunyai tugas pokok®*:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum,

membangun dan membina masyarakat

22 pemerintah Desa, 2022_https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Desa, diakses pada
tanggal 7 November 2022

L oc. cit, him.23

2% Nurcholis 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat.
Cet: Ke 3. Setara Press, Malang, him. 22
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2. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten.

Pemerintah Desa yang dimaksud di sini Kepala Desa. Ini sebagai lembaga
eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala Pemerintah di desa,
kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang®

1. Memimpin penyelenggaraan pemerlntahan berdasarkan kebijakan yang

ndapat persetujuan bersama

4. un dan meng an anwperaturan desa me Anggaran
; dan Belanja De§a (APBDesa)Lun ik dibahas dan ditetapkan

an masyarakat desa.
ian desa.
e as embang_.na esa secara

8. Mewe i dalaQaqj Qr pengadilan dan dapat menunjuk

w ik me dengs graturan Iﬁ,ndang
UNGaNQd

9. Melaksanakan ena@ QI qu dengan peraturan  perundang

undang ~— o

10. Me 2guh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945
ser empertahan n(d@ /memelihara ske a Kesatuan
Republik Indonesia. RASTAL

11. Meningkatkan kesejahteraan rakyat

12. Memelihara ketenterama etertik asyarakat.

13. Melaksanakan kehidupan demokrasi.

14. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari
kolusi, korupsi dan nepotisme.

15. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.

16. Menaati dan menegakkan se luruh peraturan perundang undangan.

17. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.

18. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.

19. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.

20. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.

21. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.

2| oc. cit, him.25
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22. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial budaya dan adat
istiadat.
23. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
24. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan
hidup.
2.3 Pungutan Liar
2.3.1 Pengertian Pungutan Liar
Pungutan liar atau pungli ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh

seseorang baik itu pegawai negeri maupun pejabat negara dengan cara meminta

I —
biaya atau uang yang tidak semestinya atau tidak tercantum di dalam aturan yang
re——e]
A s

berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini umumnya disamakan dengan

Fo . — P —

tindak penipuan, pemerasan bahkan korupsi%.,-,llung tan

pungli adalah

at yang tidak seharusnya biay;

Kebany C t oleh_pgiag_ atau apara . ermasuk

ilegall“dan._digolongka sebggQ,__Q,gp_Q‘_‘kol tetapi
kenyataannya halin terja_.(jiquo@ia;_@._a

Punguta ar: (pungli) jug;a dapa.t diartikan “sel

QUALITY
permintaan‘yang dilakukan ngﬁp‘fydik sah,dan melanggar suatu aturan hukum.

ngutan atau

Yakni oleh dan untuk kepentinganspribadi oknum - oknum. Pungutan liar (pungli)
adalah penyalahgunaan suatu kewenangan dengan bertujuan untuk mempermudah
kebutuhan dan kepentingan oleh pemberi pungutan. Maka, pungutan liar (pungli)
disini melibatkan para pihak, yakni pengguna jasa dan oknum pelaku praktik

pungli melalui kontak langsung untuk melakukan transaki rahasia maupun terang-

%6 pustakaindo, 2023. Pengertian Pungutan Liar (Pungli), Faktor, Pidana dan Cara
Pelaporannya _https://ww w.pustakaindo.co.id/pengertian-pungutan-liar, diakses pada tanggal 7
November 2022

’pungutan Liar, 2010_https:/id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar, diakses pada tanggal
7 Nov ember 2022
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terangan. Oleh sebabnya, pungutan liar (pungli) pada umumnya terjadi di
lapangan, yang dilakukan secara singkat dengan imbalan langsung (kebanyakan
berupa uang) sesuai permintaan.

Menurut Wahyu Ramadhani pungutan liar merupakan perbuatan yang
dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara
meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan

peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan

dengan perbuatan pe ar adalah sebutan semua

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e undang-undang No. 20

i 2 TatTall 4

Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 undang-

'a2Tatala
undang No. 31 Tahun 1999 sebagal tindak pldana korupsi, yang kemudian

\ Y
dirumuskan ulan pada undang undang No. 20 Tahun 2001 (Tindak Pidana

W A LIAL ITY T

Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang

dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud
v
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan

menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,

%8 samodra Wibawa, 2013. Efektifitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Tambang.
Jurnal, Ilmu Administrasi Negara Vol 12 No 2

2 Wahyu Ramadhani, 2017. Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan
LiarTerhadap Pelayanan Publik. Jurnal, Hukum Samudera Keadilan Vol. 12 No
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membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan
sesuatu bagi dirinya sendiri®.

Istilah lain yang mirip dengan pungutan liar dan suap adalah penyogokan
(graft), yakni pemberian sesuatu atau upeti untuk maksud memuluskan sesuatu
yang tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini lebih dekat dengan penyuapan, dimana
pihak masyarakatlah yang aktif bertindak. Istilah lain adalah pemerasan

(extortion). Yakni permintaan setengah memaksa oleh pejabat kepada masyarakat

r

an‘pada masa kini: tidaklepas pada sejarah

agar prosedur yang gar beberapa ketentuan

aturan dapat dilewati®*.
ke erle i suatu budaya yang melegen
pidana
ditemukan
persem

Sebe istilah pun-gli-hanyaltolh 'merupa !

218
I%ﬂl&fp&et& thuaviu alis. Di dalam ‘dunia hukum

politik yang
kemudian dipopulerkan leb
(pidana), istilah ini tidak dijumpaiwBelum pernah kita mendengar adanya tindak
pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua
bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka

tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam

bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman

% pyungutan Liar (Pungli), 2016_https://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-
pungli.html, diakses pada tanggal 7 November 2022

%! pengertian Pungutan Liar, 2018 _https:/eprints.umm.ac.id/61615/3/BAB20II.pdf,
diakses pada tanggal 7 November 2022

% Ibid, him.30
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kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada
kepentingannya®,
2.3.2 Pungutan Liar Dalam Pandangan Hukum

Pungutan liar (Pungli) merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum.
Dimana dalam KUHP sudah diatur mengenai pungutan liar tersebut. Adapun
penjelasan beberapa Pasal di dalam KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan
pungutan liar adalah sebagai berikut® :

C—
a. Pasal 368 KUHP¢

Barang Siapa dengan meé

Uk gkan diri se

r
lain secs elawan hukum, memaksa orang lain dengan san atau

atau orang

ntuk memberikan suatu bar U atau

aupun
snghapus ¥ - pidana”_penjara
paling lama'sem :

b. Pasal 415

QUALIT

J1Y
Seorang pegawai neger atau orang lain,yang tugaskan menjalankan suatu

jabatan umum terus menerussatau un sementara waktu, yang dengan
sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena
jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau

digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam

%% Dila Qoriah, 2020. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu
Bara Di Desa Rantau Puri. Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan thaha
Saifuddin Jambi, him.34

% Loc. cit, him.29
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melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama
tujuh tahun

c. Pasal 418 KUHP
Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui
atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena
kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang

menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan

dengan jabatannya, aling lama enam bulan

a denda paling ratus rupiah

r

atau pid

\l.‘?l'f';." -,.OL_

dengan maksyg. menguntung

hukum, _ ngg_ men aka asaannya

un;g@r_n_g%/_e_ hkan elak an, suatu
an QngQ terhadap payaran atau
tu c engan pidana

melaku U _pekerjaan untuk prib.zjldi sendiri, }.

QUALITY

penjara'selama-lamanya na{ﬁtt -

Tindak pidana pungutan“liar, atau bisa juga disebut dengan pemerasan
(afpersing) ini dimuat dalam Pasal 368 KUHP yang dirumuskan sebagai dengan
maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum,
memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu
memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu

atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang.



35

Tindak pidana ini dinamakan (kualifikasi) pemerasan (afpersing) dan diancam
dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun®.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 undang-undang nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur
dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan
ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999,

pelakunya dapat dip ur hidup atau dengan

pidana pe uh, tahun dan

a paling singka ahu g lama dua p

’
pidana de )3 sediKit dua puluh juta rupiah dan pali satu miliar

an pic_l_gga._!se_lg_ut di 8

dapafigieialgere idaﬂ@@h&h@i
a. '- e ua_ng O 09'.

gutan liar

/

pana terdapat

Penig ngutan liar adalah tindak pidana

QUALITY
unsur-unsur yang m?;léjp'\sq]ipa(pgr bungan, antara® lain untuk
menguntungkan diri sendifisatau orangiain secara melawan hukum dengan
rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang

atau sesuatu kepadanya.

% Kitab Undang — Undang Hukum Pidana Pasal 368

% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12
huruf e

% Loc. cit, him.31
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b. Tindak pidana pemerasan
Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat
unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan
rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan
barang atau sesuatu kepadanya.

c. Tindak pidana korupsi

Tindak pidanMya dengan kajahatan

0 ini, karena pada

15 Pasal peng pan dalam

diadopsi soleh *undang-undang * nomor. 31 'ta 99 yang

iki oleh undgm-undang non

2.3.3 v
Pungutae :

antara lain,

QUALITY

a. Unsur-unsur Objektift . o oo o

Pada pungutan liar yang ' menjadi unsur-unsur objektif dalam hal ini diatur
dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e undang-undang nomor 20
Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (deambtenaar)

2. Menyalahgunakan kekuasaan (misbruik van gezag)

3. Memaksa seseorang (iemand dwigen om) untuk :

%) oc. cit, him.33
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a. Memberikan sesuatu (iets af geven)

b. Membayar (uitbetaling)

c. Menerima pembayaran dengan potongan, atau (eene terughouding
genoegen nemenbij eene uitbetaling)

d. Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (een persoonlijken dienst
verrichten).

b. Unsur-unsur Subjektif

Pada pungutamﬁf dalam hal ini diatur
rumusan koru undang undang, nomor 20

2001 berasal dari‘Pasal 423 KUHP adala . ;

diri
a ander
m Chtelljk te

naksud untuk (met het oogme

g Iairg_ge& melawan

: bevog.g_g_o_
@aQnQ\/EQ _hu

Unsur-unsur yang Ieﬁqt%’;a as:ti..'n QKY&}“ ungutan liar adalah sebagai
berikut *°:
1. Pungutan liar (pungli) berarti bersumber pada kekuatan kekuasaan;
kewenangan. Pelaku / oknum pungutan liar (pungli) adalah orang /
kelompok yang memiliki kekuasaan juga kewenangan dari lembaga yang
memanfaatkan hal tersebut pada kepentingannya sendiri. Pungutan liar

(pungli) juga memiliki pengartian yakni akan ada perubahan atau

% Wahyud Kumorotomo, 2013. Etika Administrasi Negara. PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, hIm.76
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penyelewengan ini ialah terhadap putusan yang bersifat pada diri sendiri
dan bersangkutan pada urusan lembaga

2. Pungutan liar (pungli) dapat dilibatkan suatu tujuan yang kontra-diktif dari
oknum pelakunya

3. Oknum — oknum ini melakukan tindakan pungli (pungli) dengan berusaha
merahasiakan perbuatannya. Pungutan liar (pungli) bisa saja berlangsung

terbuka dan tidak. Pada dasarnya semua pelaku tidak ingin berterus-terang.

Walaupun ha ring, mereka tidak akan

tindak

0
-

gli); didalamnya “terkandung

iliput oleh med 3 Jisebabkan pada tiap tindakan
an, korupsi =

tujuannya &a kebutuha

eh seb _y_g__@tan li anggap-selalu ada
Welelole}

5. Pung pungli) dualankan dengan ada an, sengaja.
QUALITY _
Berbeda dengan sa urus, ja juga, dapatimerugikan seseorang namun

berdasar bukan karena kesengajaan dan‘dapat dikatakan lalai



